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ABSTRAK 

St. Rafiah, 18.50.0034, Skripsi dengan judul‚ Analisis Hukum Islam Tentang Hak-
Hak Pekerja Akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sepihak oleh 
Perusahaan Pada Masa Pandemi Covid-19, Program Studi Hukum Ekonomi 
Syariah Fakultas Studi Islam Universitas Islam Kalimantan (Uniska) 
Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin. Pembimbing I. Rahmatul Huda, 
SE.I., MH. dan  Pembimbing II Parman Komarudin, SHI., MHI.  

 
Penelitian ini merupakan penelitian menjawab dua rumusan masalah; 1) 

Bagaimana pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak oleh perusahaan   pada 
masa pandemi Covid-19 dan 2) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap hak-
hak pekerja akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) pada masa pandemi Covid-
19. Skripsi ini merupakan Penelitian kualitatif, melalui pola pikir deduktif yakni 
penelitian yang menguraikan teori hukum Islam dan Ijarah untuk menganalisis 
Analisis Hukum Islam Tentang Hak-Hak Pekerja Akibat Pemutusan Hubungan 
Kerja (PHK) Sepihak oleh Perusahaan Pada Masa Pandemi Covid-19.  

Hasil penelitian Pemutusan hubungan kerja (PHK) atau fasakh sepihak 
oleh perusahaan   pada masa pandemi Covid-19 dilakukan karena terhambatnya 
perputaran ekonomi yang mengakibatkan menumpuknya barang produksi 
sehingga perusahaan mengalami kerugian yang sangat besar yang menyebabkan 
Pemilik perusahaan akan terancam bangkrut jika tetap mempekerjakan 
karyawannya (force majeur), adapun perusahaan yang sudah tidak memiliki opsi 
selain melakukan pemutusan hubungan kerja, maka dituntut untuk memberikan 
pesangon dan penghargaan masa kerja yang telah disepakati di awal akad kontrak 
ijarah dan analisis hukum Islam terhadap hak-hak pekerja akibat pemutusan 
hubungan kerja (PHK) pada masa pandemi Covid-19 diperbolehkan selama 
memiliki alasan yang kuat, namun uang pesangon, tunjangan penghargaan masa 
kerja, dan penghargaan-penghargaan lainnya harus dibayarkan pengusaha dan 
dapat disesuaikan dengan Undang-undang yang berlaku. Dari hasil kesimpulan 
yang telah disebutkan diatas, maka dibawah ini beberapa saran yang dapat penulis 
sampaikan pertama : Perusahaan seharusnya melakukan pemutusan hubungan 



kerja sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu melalui proses bipartit terlebih dahulu 
atau perundingan antara pengusaha dan pekerja/serikat pekerja untuk 
membuktikan kepada pekerja bahwa force majeure yang menjadi alasan 
pemutusan hubungan kerja berdampak pada kegiatan bisnisnya dan apabila 
pekerja tidak mendapat hak-haknya sesuai ketentuan dan pelaku usaha mengalami 
kerugian dalam usahanya dapat melakukan penyelesaian melalui pengadilan 
hubungan industrial. 
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